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KATA PENGANTAR

Segala  puji  kami  panjatkan  ke  hadirat  Allah  SWT  atas

limpahan  rahmat  dan  hidayah-Nya,  sehingga  Laporan  Kinerja

Balai  Besar  Kekarantinaan  Kesehatan  (BBKK)  Makassar

Semester I Tahun 2026 ini dapat tersusun dengan baik.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban

BBKK Makassar atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama

enam bulan pertama di tahun 2026. Dokumen ini memberikan

gambaran  komprehensif  mengenai  capaian  program  kegiatan  serta  evaluasi

kinerja organisasi. Meski terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai

sepenuhnya karena masih dalam tahap proses pelaksanaan, kami optimis target

yang telah ditetapkan dapat terealisasi secara maksimal pada akhir tahun 2026.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena

itu,  kritik  dan  saran  yang  bersifat  konstruktif  sangat  kami  harapkan  guna

peningkatan  kinerja  dan  pelayanan  Balai  Besar  Kekarantinaan  Kesehatan

Makassar di masa mendatang

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan 
Makassar,

            ${ttd}

dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM
NIP 196902192002121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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          18 April 2026 
 

 
 
 
 
 

 
 
Yth. Kepala BBKK Makassar 
di 
 Tempat 
 

Sehubungan telah dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP) pada Satuan Kerja BBKK Makassar Tahun 2025 oleh Tim SKI, 
berikut terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah pada Satuan Kerja Kerja BBKK Makassar Tahun 2025. Selanjutnya 
mohon dapat segera menindaklanjuti rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.  

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima 
kasih. 
 

Maros, 
Ketua Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 

 
 
 
 

dr.Juniarty Naim,MKM.   
NIP 197606302005012001 

 
 
Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan/Eselon I  Kemenkes RI 
2. Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemenkes RI 
3. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI cq. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran 

 
 

 

Nomor : PS.03.01/C.IX.3.31/5018/2026  
Lampiran : Lembar Kerja Evaluasi (LKE) terlampir 
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintahan pada Satuan Kerja BBKK 
Makassar Tahun 2025 

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap 
atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi 
keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF.



 

 

 

 

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 

SATUAN KERJA BBKK MAKASSAR 

TAHUN 2025 

 

 

 

NOMOR : PS.03.01/C.IX.3.31/5018/2026 

TANGGAL : Tanggal 18 April 2026 



LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 
SATUAN KERJA BBKK MAKASSAR 

TAHUN 2025 
 

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) periode 
1 Januari s.d. 31 Desember 2025 pada satuan kerja BBKK Makassar, dapat 
disampaikan sebagai berikut: 
 
I. Pendahuluan 

A. Dasar Hukum Evaluasi  
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah 
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah  
3. Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 
5. Surat Tugas Kepala nomor PR.01.05/C.IX.3/5001/2026 tanggal 17 April 

2026 Perihal Melaksanakan Reviu SAKIP terhadap Tim SAKIP BBKK 
Makassar 

 
B. Latar Belakang Evaluasi 

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang 
dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, serta 
meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk 
mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja  dilaksanakan, serta untuk 
mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan 
berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP ini 
diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten 
meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) 
yang telah direncanakan. 

 
C. Tujuan Evaluasi 

1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP. 
2. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja unit satuan kerja. 
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan 

akuntabilitas satuan kerja.  
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. 

 
 



 
D. Ruang Lingkup Evaluasi 

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP adalah: 
1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai 

untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan 
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah 

menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja 
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas 

pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya 
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam 
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya 

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan 
nyata (dampak) dalam peningkatan akuntabilitas kinerja untuk efektifitas 
dan efisiensi kinerja. 

 
E. Metode Evaluasi 

Evaluasi dilakukan secara daring melalui metode: 
1. Penelaahan dokumen 
2. Analisis dan interpretasi 
3. Wawancara mendalam (in depth interview) 

 
F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah  

1. Nama Satuan Kerja : BBKK Makassar 
2. Alamat Satuan Kerja : Jl.Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
3. Pimpinan Satuan Kerja : dr.Achmad Farchanny Tri Adrianto,MKM 

 
G. Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Unit Kerja  

Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 satuan kerja BBKK Makassar adalah 
sebesar 107,06%. Dengan kondisi dari total 8 Indikator Kinerja yang telah 
ditetapkan, semua indikator mencapai target yang telah ditetapkan. 

 
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya  

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan  
 membuat inovasi sesuai dengan rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2024.   
 
II. Gambaran Hasil Evaluasi 

A. Kondisi  
Hasil Evaluasi pada satuan kerja BBKK Makassar tahun 2025 memperoleh 
nilai sebesar 84,60 dengan kategori A (Memuaskan), dengan rincian sebagai 
berikut:  

 
1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja 

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja dengan nilai 25,20. 



Permasalahan pada komponen Perencanaan Kinerja adalah: 
 Tidak terdapat permasalahan pada komponen Perencanaan Kinerja. 
 
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja 

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan nilai  25,20.  
Permasalahan pada komponen Pengukuran Kinerja yaitu: 
a. Belum adanya analisa capaian kinerja Semester II dengan refocusing 

organisasi   
b. Belum adanya analisa capaian kinerja Semester II dengan strategi 
c. Belum adanya analisa keterkaitan capaian kinerja Semester II dengan 

kebijakan    

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja 
Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja dengan nilai 13,20. 
Permasalahan pada komponen Pelaporan Kinerja yaitu: 
Tidak terdapat permasalahan pada komponen Pelaporan Kinerja 

 
4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal 

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 21,00. 
Permasalahan pada komponen Akuntabilitias Kinerja Internal yaitu: 
a. Belum ada surat pernyataan terkait tidak adanya temuan/kerugian 

negara 
 

B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan 
Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami 
merekomendasikan kepada Kepala BBKK Makassar, beserta seluruh 
jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: 
1. Pengukuran Kinerja 

a. Melengkapi analisa capaian kinerja dengan refocusing organisasi 
b. Melengkapi analisa capaian kinerja dengan strategi    
c. Melengkapi analisa keterkaitan capaian kinerja dengan kebijakan  

  
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

a. Membuat surat pernyataan terkait tidak adanya temuan/kerugian 
negara   

 
 

 
III. PENUTUP 
 

A. Simpulan 
Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 
Satuan Kerja BBKK Makassar Terdapat gambaran bahwa instansi 
pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan 
pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan 
sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. 



 
B. Dorongan terhadap Implementasi Akuntabilitas Kinerja 

Satuan kerja diharapkan dapat berkomitmen dan secara konsisten 
meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan capaian kinerja yang 
diharapkan. 

 
Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada satuan 

kerja BBKK Makassar. Kami menghargai upaya Bapak beserta seluruh jajaran dalam 
menerapkan manajemen kinerja di satuan kerja BBKK Makassar. 

 
Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. 

 
 

Maros, 
Ketua Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 

 
 
 

dr.Juniarty Naim,MKM.   
NIP 197606302005012001 

 













































Periode Juni 2026

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2026

416145

Realisasi TA 2026

%

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARAN

Lock PaguUraian

Hal 1 dari 28

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

05Unit Organisasi DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

024Kementerian : KEMENTERIAN KESEHATAN

Pagu Revisi

0 14,787,345,469 15,712,339,531
48.48 %

JUMLAH SELURUHNYA 10,810,186,177 3,977,159,29230,499,685,000

Program Sistem Ketahanan Kesehatan 1,952,256,315 2,786,037,6854,738,294,000 41.20 %DZ 1,250,767,772 701,488,5430

DZ.7960 Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan 1,952,256,315 2,786,037,6854,738,294,000 41.20 %1,250,767,772 701,488,5430

PEA Koordinasi 17,755,000 42,525,00060,280,000 29.45 %16,120,000 1,635,0000

PEA.001
 Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di  Pintu Masuk Negara dan Wilayah
(HS-29)

17,755,000 42,525,00060,280,000 29.45 %16,120,000 1,635,0000

051
Koordinasi pelaksanaan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan
wilayah

17,755,000 42,525,00060,280,000 29.45 %16,120,000 1,635,0000

051.0A Evaluasi layanan penyelenggaraan kesehatan haji 0 10,810,00010,810,000 0.00 %0 00

521211 Belanja Bahan 0 6,310,0006,310,000 0.00 %0 00

000001. Konsumsi (Makan dan Snack) 5,838,0005,838,000 0.00 %00 00

000002. Konsumsi 472,000472,000 0.00 %00 00

522151 Belanja Jasa Profesi 0 2,205,0002,205,000 0.00 %0 00

000003. Honorarium Narasumber Lintas Sektor 405,000405,000 0.00 %00 00

000431. Honorarium Narasumber Lintas Sektor 1,800,0001,800,000 0.00 %00 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 2,295,0002,295,000 0.00 %0 00

000004. Transport peserta luar 1,700,0001,700,000 0.00 %00 00

000005. Transport Narasumber 595,000595,000 0.00 %00 00

051.0B Koordinasi penyelenggaraan kesehatan haji 7,650,000 1,700,0009,350,000 81.82 %7,650,000 00

521211 Belanja Bahan 7,650,000 850,0008,500,000 90.00 %7,650,000 00

000006. Konsumsi (Snack) 260,0002,600,000 90.00 %2,340,0002,340,000 00

000007. Konsumsi (Makan) 590,0005,900,000 90.00 %5,310,0005,310,000 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 850,000850,000 0.00 %0 00

000008. Transport peserta luar 850,000850,000 0.00 %00 00

051.0C Pertemuan/koordinasi LP/LS program kekarantinaan kesehatan 5,490,000 23,460,00028,950,000 18.96 %5,490,000 00

521211 Belanja Bahan 4,590,000 22,610,00027,200,000 16.88 %4,590,000 00

000009. Konsumsi (Snack) 6,916,0008,320,000 16.88 %1,404,0001,404,000 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
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